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Implementasi kebijakan kredit multiguna Bank DK Cab. Pintu Besar
Selatan bagi Guru PNS (SD, SMP & SMA) di Wilayah Jakarta Barat

(periode tahun 2009-2011) = Implementation policy of multipurpose
|oan Bank DKI the branch of Pintu Besar Selatan for Teachersill
founded (Elementary, Junior & High School) in the area of West Jakarta
(Period 2009-2011).
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Fenomena kecilnya gaji pokok yang diterima oleh guru Pegawal Negeri

Sipil (PNS) menimbulkan disinsentif. Mengakibatkan guru Pegawai Negeri Sipil
(PNS) mencari aternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi para
nasabah guru PNS dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dengan
memanfaatkan fasilitas dari kredit multiguna Bank DK, maka para guru PNSlebih
bisa mengatur penghasilan atau gaji yang mereka terima. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan pemberian kredit
multiguna Bank DK Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di
wilayah Jakarta Barat? terkait implementasi kebijakan multiguna pada Bank DK
cabang pintu besar selatan antaralain Sumber Daya Manusia, kebijakan dan aturan
sertasosialisasi dan pemasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis
implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu
Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat dan
mendeskripsikan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pencairan kredit
multiguna, dan tanggapan dari para guru PNS mengenal kebijakan kredit yang
diberikan oleh Bank DKI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dapat digolongkan ke
dalam penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah
implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu
Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat memberikan
manfaat yang sangat berimbang. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam
praktek implementasi kebijakan administrasi sistem tata kelola kredit, dan
informasi pelayanan yang tidak maksimal.

<hr>

<b>Abstract</b><br>

The phenomenon of smallness a salary a staple received by the teacher civil
servants (ill founded ) inflict a disincentive. Resulting in ateacher civil servants (
ill founded ) looking at other alternatives to meet the needs of hislife, for the
customers of teacher ill founded in realizing a better life, to the harness of afacility
of multi purpose loan dki bank, hence the teachersill founded more can set income
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or asalary that they had received. Recipe trouble in this research is how the
implementation of the policy of granting multi purpose loan bank dki the branch of
the large southern for debitor teachersill founded in jakartaregion west ? related to
the bank policy implementation versatile dki the branch of the large southern
among other human resources, policy and rules and socialization and marketing.
The purpose of this research is analyzing implementation of the policy of granting
multi purpose loan dki bank the branch of the door of large southern for a debtor
teachersill founded in jakarta region of western and describe constraints arising in
the process of melting multi purpose loan, and responses from teachersill founded
concerning the policy of credit granted by a bank dki . The approach of that is used
in research, atheory that used in this research is the theory of public policy. The
approach of used is the approach a qualitative. This research can be classified into
research descriptive, research result conducted writer is the implementation of the
policy of granting multi purpose loan bank dki the branch of the large southern for
debtor teachersill founded in jakarta region of western confers a benefit really
balanced, but there some barriersin practice implementation policy governance
credit administration system, and information service which are not maximum.



